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Jakarta, 2016. 

Penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika dalam melakukan suatu 

pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari selama berada di bangku 

perkuliahan. Penerapan ini disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Selain itu PKL juga merupakan salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi dan 

juga dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelarSarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan 

instansi pemerintah yang mengatur penerimaan pajak daerah, khususnya wilayah 

Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pelaksanaan PKL dilakukan selama kurang 

lebih dua bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 hingga 12 Agustus 2016. 

Praktikan ditempatkan di seluruh Subbagian dan juga Seksi yang ada di Suku 

Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

Selama melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan dan wawasan, 

serta pengalaman kerja, khususnya di bidang pajak dalam Pendapatan Pajak 

Daerah. Selama menjalankan PKL, terdapat beberapa kendala dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang didapatkan, namun kendala tersebut dapat diatasi 

seiring dengan bimbingan dari para pegawai serta penyesuaian lingungan kerja. 

Kata Kunci: Penerapan pada Dunia Kerja, Syarat Kelulusan,Penerimaan Pajak 

Daerah, Kendala Pelaksanaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang mengandalkan 

pemasukan penerimaannya dengan berbagai cara, salah satunya, yaitu dengan 

memungut pajak. Pajak yang dipungut di Indonesia memiliki tiga jenis, yaitu 

pajak pribadi, pajak daerah, dan pajak pusat. Penerimaan yang diterima ini 

kemudian akan dialokasikan untuk pembangunan Negara. 

Pajak di Indonesia mengalami perkembangan yang baik, perkembangan 

dari dunia perpajakan di Indonesia terlihat pada perubahan sistem yang dipakai 

dalam pemungutan pajak. Sebelumnya, sistem yang digunakan ialah official 

assessment system,dalam hal ini pemerintahlah yang mempunyai wewenang 

dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Namun, saat 

ini sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi dan berubah menjadi self assessment 

system dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, melaporkan, serta menyetor pajak yang terutang kepada pemerintah 

secara sendiri. 

Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, bidang perpajakan 

menjadi salah satu peluang kerja yang diincar oleh para pencari kerja. Namun, 

sebelum terjun ke dunia kerja sendiri dibutuhkan pendidikan yang tinggi, 

pengalaman yang banyak, dan pengetahuan yang luas. Para mahasiswa yang akan 

terjun di dunia kerja nantinya diharapkan memiliki modal tersebut. Oleh karena 
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itu, Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta menetapkan persyaratan kelulusan, yaitu dengan diwajibkannya untuk 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebelum menuju skripsi. 

Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan secara nyata ilmu pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan 

pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya.  

Praktik Kerja Lapangan ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS, yang 

dilakukan minimal selama 40 hari kerja di perusahaan ataupun  instansi pilihan 

praktikan yang termasuk ke dalam ruang lingkup praktikan. PKL ini dilakukan 

praktikan dalam bidang perpajakan yang masih termasuk ke dalam ruang lingkup 

dari bidang studi praktikan, yaitu akuntansi. Praktikan melakukan kegiatan PKL 

di bidang perpajakan bertujuan agar pemahaman mengenai dunia perpajakan 

khususnya pada perpajakan daerah menjadi lebih luas. 

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa 

diharapkan dapat mengerti, memahami, dan lebih memantapkan kemampuan, 

sehingga mahasiswa siap dan tidak canggung lagi ketika mereka harus berhadapan 

pada dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan PKL ini bisa menjadi 

media untuk memperluas jaringan networking yang baik dalam instansi atau 

perusahaan di tempat PKL dilaksanakan. 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan praktikan di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan PKL ini dilaksanakan 

dalam rangka memenuhi Laporan PKL dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir 

penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
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pendidikan di Program Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta 

. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 

1. Maksud diadakannya PKL antara lain: 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan agar praktikan 

dapat melanjutkan ke proses penulisan tugas akhir yaitu skripsi  

b. Untuk memberikan pengetahuan serta gambaran kepada praktikan tentang 

kondisi dunia kerja yang sesungguhnya 

c. Untuk memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat 

d. Untuk membangun sikap serta mental disiplin yang sangat dibutuhkan di 

dunia kerja sebenarnya 

2. Tujuan diadakannya PKL antara lain: 

a. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja 

b. Memantapkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja sehingga 

mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui teori tetapi juga dapat 

mempraktikkannya secara langsung di dunia kerja 

c. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Praktik Kerja Lapangan yang belum dikenal oleh mahasiswa 

d. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya di dalam 

dunia kerja dan masyarakat 



4 
 

  

e. Mengenal lebih dalam tentang instansi/perusahaan tempat Praktik Kerja 

Lapangan yang dituju 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat positif yang sangat besar 

bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan juga bagi perusahaan. Kegunaan dari 

Praktik Kerja Lapangan tersebut antara lain: 

1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan: 

a. Meningkatkan wawasan dalam dunia kerja, khususnya di bidang 

perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja. 

b. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia 

kerja yang nyata. 

c. Menjadi pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

d. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja. 

2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta: 

a. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 

b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait. 

c. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguruan tinggi lebih dikenal di dunia kerja. 

d. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja 

yang sebenarnya. 
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3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat: 

a. Membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Baik dalam 

pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat 

tidak tetap. 

b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan 

memasuki dunia kerja. 

c. Membangun kemitraan agar instansi dapat dikenal dalam bidang akademik 

dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan integrasinya. 

  

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja lapangan di instansi pemerintah 

yang bergerak dalam bidang perpajakan. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Instansi/Perusahaan : Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 

  Jakarta Pusat 

Alamat    : Jalan Abdul Muis No. 66, Gambir,  

  Jakarta Pusat, 10160, Indonesia 

Telepon   : (021) 3865580, (021) 3865585 

Faxmile   : (021) 3865788 

Website   : www.sudindpp-jakartapusat.com 

Email    : sudin.jakpus@gmail.com 

Praktikan memilih Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat sebagai tempat praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

http://www.sudindpp-jakartapusat.com/
mailto:sudin.jakpus@gmail.com
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karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai bidang perpajakan 

khususnya tentang perpajakan daerah. 

Praktikan di tempatkan di Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi 

Pajak Daerah, Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak, Seksi Penilaian dan 

Penetapan Pajak, Seksi Penagihan Pajak Daerah, dan Subbag Tata Usaha. Dalam 

Penempatannya, Praktikan di rolling selama 1 minggu sekali di setiap bagiannya. 

 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni  

2016 sampai dengan 12 Agustus 2016, bertempat di Suku Dinas Pelayanan Pajak 

Kota Administrasi Jakarta Pusat.  

Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL:  

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 

(BAAK) yang ditujukan kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pratikan lalu 

menyampaikan surat permohonan tersebut bersamaan dengan pemberkasan lain 

seperti CV, surat permohonan pribadi, serta lampiran IP. Setelah surat  

permohonan disetujui oleh Dinas Pelayanan Pajak, Pratikan kemudian ditempatan 

di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat lalu pratikan 

diberikan surat  pemberitahuan yang nantinya akan pratikan berikan ke Suku 

Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kemudian instansi 

menyetujui dan menghubungi kembali praktikan untuk melaksanakan PKL di 

instansi pemerintah tersebut. 
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2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat dimulai pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 

tanggal 12 Agustus 2016. Pelaksanaan PKL tersebut memiliki dua jadwal kerja 

yang berbeda berhubungan dengan Bulan Ramadhan. Jadwal kerja pada bulan 

Ramadhan lebih singkat dibanding jam kerja normal.  

Jadwal kerja di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat normalnya dimulai pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB yang berlaku untuk hari 

Senin hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat dimulai pukul 07.00 WIB – 

16.30 WIB. Untuk jadwal istirahat sama setiap harinya, yaitu pukul 12.00 WIB – 

13.00 WIB. 

Bertepatan dengan adanya Bulan Ramadhan, maka  terdapat beberapa 

perubahan jadwal kerja di instansi tempat pratikan melaksanakan kegiatan PKL. 

Perubahan jadwal selama Bulan Ramadhan yaitu untuk hari Senin hingga Kamis 

jadwal kerja dimulai pukul 07.30 WIB – 14.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat 

dimulai pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB. Namun untuk jadwal istirahat masih sama 

dengan jadwal kerja dihari normal yaitu pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. 

 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan 

mata kuliah PKL dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Strata 

1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 
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mempersiapkan laporan PKL di awal bulan Oktober 2016 dan selesai di bulan 

Januari 2017. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

Sejak tanggal 11 Septembet 1952 dibentuk Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pada waktu itu, Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi disebut sebagai Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan 

perkembangannya, nama maupun struktur dari organisasinya telah berubah 

beberapa kali yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan 

tahun 1966 Urusan Pendapatan dan Pajak adalah salah satu bagian dari Direktorat 

Keuangan DKI Jakarta. Urusan Pendapatan dan Pajak ini adalah unit kerja yang 

menangani pendapatan di DKI Jakarta. 

Pada tanggal 6 Oktober 1983, status dan sebutan dari Dinas Pajak dan 

Pendapatan DKI Jakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 

Perubahan dan sebutan ini disebabkan karena adanya ketentuan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang 

menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 

Menteri Dalam Negeri. Dari ketentuan itu, maka dikeluarkan Peraturan Daerah 

nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan 

organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang membuat 

sebutan dan status dari Dinas Pajak dan Pendapatan berubah. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman 
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organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan 

Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 

tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 

tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub-bagian 

di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan retribusi Daerah sebagai 

akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk 

Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun 

mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru 

mengenai organisasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

Kemudian, pada tahun 2008, sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI 

Jakarta berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak. Perubahan sebutan ini 

dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan 

Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk 

menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai 

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 

tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi 

DKI Jakarta yang dimana Suku Dinas Pelayanan Pajak termasuk ke dalam 

organisasi Dinas Pelayanan Pajak. 
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Visi dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

adalah Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Misi dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

adalah: 

1) Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif  

2) Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan 

penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum 

pajak daerah  

3) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak 

daerah  

4) Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 

prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 

anggaran dan program dinas  

5) Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pajak daerah  

6) Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah  

 

B. Struktur Organisasi 

Dalam suatu instansi, struktur merupakan sesuatu yang sangat penting, 

agar instansi itu dapat berjalan dengan baik. Struktur instansi menunjukkan 

tentang hierarki kepemimpinan serta keanggotaan dari instansi itu sendiri, hal ini 

juga berlaku di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

Struktur organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
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242 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Pasal 

4 Ayat 2. Berikut adalah gambar struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI 

Jakarta dan juga struktur Suku Dinas Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta pusat 

 

Gambar II.1 

Struktur Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 
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Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta pusat 

 

Gambar II.2 

Struktur Organisasi Suku Dinas Pajak Jakarta Pusat 

 

 

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, 

terdapat penjelasan mengenai struktur dari Dinas Pelayanan Pajak. Pada peraturan 

tersebut juga dijelaskan mengenai tugas-tugas apa saja yang harus dijalankan oleh 

setiap bagian yang ada di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. 
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Namun pada tahun 2016, Gubernur Provinsi DKI Jakarta membuat 

beberapa perubahan mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak. 

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pelayanan Pajak.  

Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh bagian yang 

ada di dalam struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

242 Tahun 2014 dan Nomor 44 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas 

kota;  

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok 

jabatan fungsional;  

c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/ UKPD dan/ atau 

instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 

Dinas kota;  

d. Mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana 

Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi; dan  
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e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Suku Dinas kota. 

 

2. Subbagian Tata Usaha 

Pada Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Dinas Kota dengan lingkup tugasnya;  

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Suku Dinas Kota;  

d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;  

e. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;  

f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota;  

g. Melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota;  

h. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;  

i. Melaksanakan pengelolaaan kearsipan Suku Dinas Kota;  

j. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban gedung kantor 

Suku Dinas Kota;  

k. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana 

kantor Suku Dinas Kota;  
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l. Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak 

serta jaringan data dan komunikasi;  

m. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ ruang pertemuan Suku Dinas Kota;  

n. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas 

Kota;  

o. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;  

p. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas 

Kota;  

q. Akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan  

r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian Tata 

Usaha.  

 

3. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah 

Adapun tugas dari Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak 

Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi 

perpajakan daerah pada unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten 

Administrasi sesuai kewenangannya; 
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d. Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data 

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib 

Pajak; 

e. Memproses permohonan pembetulan Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD); 

f. Mengusulkan pemeriksaan atas subjek dan/ atau objek pajak daerah; 

g. Menerima dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, 

pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan/ atau sanksi administrasi pajak 

daerah; 

h. Menerima dan mengadministrasikan pengajuan permohonan angsuran, 

penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau 

pemindahbukuan; 

i. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan daerah kepada Unit 

Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai 

kewenangannya; 

j. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, laporan kinerja penerimaan dan 

pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; 

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait 

dengan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah; 

l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 

Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah; dan 
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m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 

Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah. 

 

4. Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah 

Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai 

tugas yakni: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Melaksanakan penilaian, pemeriksaan, dan penetapan pajak daerah; 

d. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian objek 

pajak daerah sesuai kewenangannya; 

e. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis 

dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya; 

f. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP); 

g. Menghitung dan memperhitungkan pajak terutang; 

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 

i. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian 

Tahunan (RKPPT) pajak daerah; 

j. Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan usulan 

dan/atau informasi lainnya; 
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k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 

terkait dengan tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak 

Daerah; 

l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 

Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah; dan 

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 

Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah. 

 

5. Seksi Penagihan Pajak Daerah 

Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD); 

d. Menerbitkan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

e. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa; 

f. Melaksanakan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen wajib 

pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa; 

g. Melaksanakan pengamanan barang sitaan dan pelaksanaan persiapan 

pelelangan; 

h. Menyusun laporan piutang pajak daerah; 
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i. Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat 

ditagih dan kadaluarsa; 

j. Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 

pemberian kompensasi, restitusi, dan/ atau pemindahbukuan; 

k. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait 

dalam rangka penagihan pajak; 

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 

terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah; 

m. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 

Penagihan Pajak Daerah; dan 

n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 

Penagihan Pajak Daerah. 

 

6. Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding 

Untuk Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Melaksanakan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau 

pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, pengurangan 
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sanksi administrasi, keringanan, pembebasan, permohonan keberatan pajak 

daerah, banding, dan gugatan di Pengadilan Pajak; 

d. Melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep uraian penelitian 

dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban 

gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, 

pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administrasi, keringanan, 

pembebasan dan keberatan pajak daerah; 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori peninjauan 

kembali atas putusan banding; 

f. Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak; 

g. Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan; 

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan tugas 

Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding; 

i. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 

Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding; dan 

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 

 

C. Kegiatan Umum Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat 

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa Suku Dinas Kota 

memiliki tugas, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah 

di wilayah Kota Administrasi sesuai dengan kewenangannya. 
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Pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta membuat beberapa perubahan 

mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak. Perubahan tersebut 

tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 242 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.  

Pada Pasal 34 ayat 2 menjelaskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud sebelumnya pada Pasal 34 ayat 1 Suku Dinas Kota, menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Dinas Kota;  

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas 

Kota;  

3. Pelayanan pemberian informasi perpajakan daerah;  

4. Penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah; 

5. Pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak daerah; 

6. Pelayanan permohonan pembetulan, pembebasan, pengurangan, pembatalan, 

penghapusan, keringanan dan keberatan pajak daerah; 

7. Pelayanan banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak daerah; 

8. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pelayanan pemungutan pajak daerah 

pada lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi; 

9. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan 

pemungutan pajak daerah pada Kota/ Kabupaten Administrasi; 

10. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota; 
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11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota; 

12. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara Suku Dinas 

Kota; 

13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota; 

14. Penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku 

Dinas Kota; dan 

15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas 

Kota. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan kegiatan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat yang berlangsung selama 40 hari kerja (2 bulan), 

praktikan ditempatkan di setiap subbagian dan seksi yang ada di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang penempatannya praktikan 

selalu berubah setiap minggu. Di bawah ini adalah subbagian dan seksi yang 

ditempati praktikan selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan: 

1. Seksi  Pelayanan, Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Daerah  

Seksi Pelayanan, , Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Daerah bertugas untuk 

melakukan pelayanan secara langsung kepada wajib pajak terkait masalah 

penghitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan daerah. Seksi ini dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang memimpin 4 pegawainya yang telah terlampir 

didalam Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak  Jakarta Pusat. 

Selama melakukan kegiatan PKL di Seksi  Pelayanan, Pengawasan Dan 

Konsultasi Pajak Daerah, praktikan melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a) Menyiapkan data untuk dianalisis kembali mengenai naik/ turunnya 

penerimaan pajak hotel untuk periode tahun 2015 hingga bulan April 2016 

b) Menyiapkan data untuk dianalisis kembali mengenai naik/ turunnya 

penerimaan pajak restoran untuk periode tahun 2015 hingga bulan April 2016 
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c) Meng-update pengecekan penerimaan alat e-POS untuk wajib pajak terdaftar 

di UPPD se-Jakarta Pusat 

 

2. Seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan Penetapan Pajak Daerah  

Seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan Penetapan Pajak Daerah bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan terkait jumlah pajak daerah wajib pajak serta melakukan 

pemeriksaan secara langsung kepada wajib pajak apabila ada tunggakan wajib 

pajak daerah. Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memimpin 7 

pegawainya yang telah terlampir didalam Struktur Organisasi Suku Dinas 

Pelayanan Pajak  Jakarta Pusat. 

Pada seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan Penetapan Pajak Daerah, praktikan 

melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a) Merekapitulasi data penjualan Objek Pajak Tairyos Restoran dari tahun 2013-

2015 

b) Melakukan pemeriksaan terhadap jumlah pajak  yang telah dibayar oleh wajib 

pajak Momi & Toys tahun 2014-2015 

c) Meng-input Nomor Objek  Pajak Daerah (NOPD) wajib pajak wilayah Kota 

Jakarta Pusat sampai bulan Juni 2016 

d) Perhitungan penjualan tiket Hiburan Insidental "Peabo Bryson: Live In 

Concert" 
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3. Seksi Penagihan Pajak Daerah 

Seksi Penagihan Pajak Daerah bertugas untuk melakukan penagihan 

tunggakan dan juga menerima pelaporan wajib pajak setelah melakukan 

penyetoran pajak. Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memimpin 3 

pegawainya yang telah terlampir didalam Struktur Organisasi Suku Dinas 

Pelayanan Pajak  Jakarta Pusat. 

Pada seksi Penagihan Pajak Daerah, praktikan melaksanakan tugas sebagai 

berikut: 

1. Melakukan Melakukan Pengadministrasian Berkas Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam kotak 

Arsip 

2. Mendata Wajib Pajak yang sudah atau belum membayar Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD) sampai dengan  bulan Mei 2016 

 

4. Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan Banding 

Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan Banding bertugas untuk 

melakukan proses apabila ada wajib pajak yang meminta pengurangan atas jumlah 

pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan di lakukan dengan menghitung nilai 

penerimaan wajib pajak sehingga dapat diketahui apakah wajib pajak dapat 

menerima pengurangan pajaknya atau tidak. Seksi ini dipimpin oleh seorang 

kepala seksi yang memimpin 3 pegawainya yang telah terlampir didalam Struktur 

Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak  Jakarta Pusat. 
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Pada seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan Banding praktikan 

melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a) Merekapitulasi bill hotel Grand Mercure Kemayoran tahun 2013-2015 

b) Meng-input rekening koran dari objek pajak restoran Sho Teppan tahun 2014-

2015 

 

5. Subbagian Tata usaha 

Subbagian Tata Usaha bertugas untuk melakukan kegiatan ketatausahaan di 

Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat. Kegiatan ini meliputi penyediaan alat-

alat kantor hingga urusan kepegawaian. Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala 

subbagian yang memimpin 3 pegawainya yang telah terlampir didalam Struktur 

Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak  Jakarta Pusat. 

Pada subbagian Tata Usaha praktikan melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a) Meng-input dokumen surat keluar 

b) Mengarsipkan dokumen surat keluar  

c) Membuat surat keluar tentang penyuluhan penggunaan alat e-POS untuk 

wilayah kota administrasi Jakarta Pusat 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat, praktikan harus memiliki pemahaman dan 

keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama PKL. 

Praktikan mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan praktikan selama berada di 
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Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Praktikan 

ditempatkan pada seksi yang berbeda setiap minggunya. 

Praktikan memulai kegiatan Praktik kerja Lapangannya pada tanggal 13 

Juni hingga 18 Juni 2016 di bagian Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi 

Pajak Daerah. Tanggal 20 Juni hingga 24 Juni 2016 dan tanggal 25 Juli hingga 29 

Juli 2016 praktikan dipindahkan ke Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan 

Pajak Daerah. Pada tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dan 

tanggal 1 Agustus hingga 5 Agustus 2016 praktikan melakukan kegiatan di Seksi 

Penagihan Pajak Daerah. Selanjutnya, praktikan ditempatkan di Seksi 

Penyelesaian Pengurana Keberatan dan Banding Pajak Daerah pada tanggal 11 

Juli hingga 15 Juli 2016 dan tanggal8 Agustus hingga 12 Agustus 2016. Serta 

pada tanggal 18 Juli hingga 22 Juli 2016 praktikan ditempatkan di Subbagian Tata 

Usaha.  

Pada awal penempatan di tiap Seksi/Subbagian yang ada, praktikan harus 

menemui Kepala Seksi/Subbagian terlebih dahulu untuk diberikan pengarahan. 

Setelah menemui Kepala Seksi/Subbagian selanjutnya praktikan diperkenalkan 

kepada pegawai-pegawai yang ada di Seksi/Subbagian tersebut. Praktikan 

dibimbing terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh 

para pegawai maupun kepala seksi. 

Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 

kegiatan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 

sesuai dengan Seksi/Subbag-nya: 

 



29 
 

  

1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah 

Praktikan ditempatkan di Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi 

Pajak Daerah pada minggu pertama. Pada Seksi Pelayanan, Pengawasan dan 

Konsultasi Pajak Daerah ini praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 

a) Menyiapkan data untuk dianalisa kembali mengenai naik/ turunnya 

penerimaan setoran masa pajak hotel melalui data setoran masa pajak dari 

tahun 2015 hingga bulan april 2016 

Tugas ini diberikan kepada praktikan saat praktikan berada di seksi 

Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak. Dalam pembuatan laporan 

rekapitulasi setoran masa pajak praktikan mengerjakan pekerjaan tersebut 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan 

pada lampiran 9. Berikut adalah langkah-langkah dalam merekapitulasi data 

setoran masa pajak hotel: 

1. Praktikan terlebih dahulu diberikan data penerimaan pajak hotel selama tahun 

2015 sampai bulan April 2016 

2. Setelah diberikan data, praktikan terlebih dahulu membuat salinan data 

tersebut agar tidak merubah data utama apabila terjadi suatu hal yang tidak 

diinginkan 

3. Praktikan menjumlahkan total penerimaan pajak tiap wajib pajak. 

Penjumlahan ini dibagi untuk setiap tahunnya 

4. Selain menjumlahkan total penerimaan pajak, praktikan juga mengisikan 

jumlah bulan yang telah dilakukan pembayaran pajaknya, hal ini karena wajib 

pajak melakukan pembayaran pajaknya tidak tetap tiap bulan yang disebebkan 
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oleh berbagai kemungkinan seperti sedang dilakukannya renovasi objek pajak, 

dan sebagainya 

5. Praktikan juga diminta untuk mengisi kolom keterangan apabila wajib pajak 

masih beroperasi atau tidak. Pengisian keterangan ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan data keterangan yang telah di-

input sebelumnya oleh pegawai. Data yang dibuat oleh pegawai tersebut 

berisikan daftar pemeriksaan sebelumnya tentang perubahan objek pajak baik 

tentang adanya obje pajak tutup, renovasi, pindah, dan lain-lain. Praktikan 

menggunakan rumus VLOOKUP pada data ini agar pengisian daftar 

keterangan operasional objek pajak dapat terisi dengan mudah tanpa harus 

mengecek ulang satu persatu 

6. Praktikan menghitung selisih penerimaan pajak dan selisih bulan pembayaran 

pajak selama tahun 2015 dan tahun 2016 yang berakhir pada bulan April. 

Hasil perhitungan ini lalu diberikan lagi kepada pegawai Suku Dinas 

Pelayanan Pajak untuk dianalisa kembali, apakah diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan 

berdasarkan apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap ketaan objek 

pajak dalam pembayaran jumlah pajak terutangnya, terutama apabila jika ada 

objek pajak yang pada tahun 2015 taat dalam pembayaran pajak terutangnya 

namun pada tahun 2016 berubah menjadi kurang taat bayar di  banding tahun 

sebelumnya. 
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b) Menyiapkan data untuk dianalisa kembali mengenai naik/ turunnya 

penerimaan setoran masa pajak restoran melalui data setoran masa pajak dari 

tahun 2015 hingga bulan april 2016 

Tugas ini diberikan kepada praktikan saat praktikan berada diseksi 

Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak. Dalam pembuatan laporan 

rekapitulasi setoran masa praktikan mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 

10. Berikut adalah langkah-langkah dalam merekapitulasi data setoran masa pajak 

restoran: 

1. Praktikan terlebih dahulu diberikan data penerimaan pajak restoran selama 

tahun 2015 sampai bulan April 2016 

2. Setelah diberikan data, praktikan terlebih dahulu membuat salinan data 

tersebut agar tidak merubah data utama apabila terjadi suatu hal yang tidak 

diinginkan 

3. Praktikan menjumlahkan total penerimaan pajak tiap wajib pajak, 

penjumlahan ini dibagi untuk tiap tahunnya 

4. Selain menjumlahkan total penerimaan pajak, praktikan juga mengisikan 

jumlah bulan yang telah dilakukan pembayaran pajaknya, hal ini karena wajib 

pajak melakukan pembayaran pajaknya tidak tetap tiap bulan yang disebebkan 

oleh berbagai kemungkinan seperti sedang dilakukannya renovasi objek pajak, 

dan sebagainya 

5. Praktikan juga diminta untuk mengisi kolom keterangan apabila wajib pajak 

masih beroperasi atau tidak. Pengisian keterangan ini dilakukan dengan 
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menggunakan rumus VLOOKUP terhadap data keterangan yang telah di-input 

sebelumnya oleh pegawai. Data yang dibuat oleh pegawai tersebut berisikan 

daftar pemeriksaan sebelumnya tentang perubahan objek pajak baik tentang 

adanya obje pajak tutup, renovasi, pindah, dan lain-lain. Praktikan 

menggunakan rumus VLOOKUP pada data ini agar pengisian daftar 

keterangan operasional objek pajak dapat terisi dengan mudah tanpa harus 

mengecek ulang satu persatu 

6. Praktikan menghitung selisih penerimaan pajak dan selisih bulan pembayaran 

pajak selama tahun 2015 dan tahun 2016 yang berakhir pada bulan April. 

Hasil perhitungan ini lalu diberikan lagi kepada pegawai Suku Dinas 

Pelayanan Pajak untuk dianalisa apakah diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap objek pajak atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan 

berdasarkan apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap ketaan objek 

pajak dalam pembayaran jumlah pajak terutangnya, terutama apabila jika ada 

objek pajak yang pada tahun 2015 taat dalam pembayaran pajak terutangnya 

namun pada tahun 2016 berubah menjadi kurang taat bayar di  banding tahun 

sebelumnya. 

 

c) Meng-update pengecekan  penerimaan alat e-POS untuk wajib pajak ditiap 

UPPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 

Di tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dibidang 

perpajakan membuat kebijakan baru untuk mencatat dan memonitor banyaknya 

usaha dengan cara yang cepat. Dibutuhkan alat untuk mencatat transaksi 



33 
 

  

penjualan usaha Wajib Pajak hotel, hiburan, dan restoran yang terdiri dari alat siap 

pakai untuk merekam transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan, 

dan mengirimkan data tersebut ke DPP sehingga tidak ada lagi kendala bagi wajib 

pajak untuk melaporkan pajak mereka setiap bulannya. Salah satu alat elektronik 

yang dipakai adalah e-POS (Electronic Payment Online Sistem). 

Karena alat transaksi e-POS ini baru akan disebarkan kepada Wajib Pajak 

di pertengahan tahun 2016 dan dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang 

terdaftar, maka pendistribusian alat e-POS pun dilakukan secara berkala. 

Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 11. 

Berikut langkah-langkah melakukan peng-update-an penerimaan alat e-

POS oleh Wajib Pajak di Jakarta Pusat: 

1. Pertama, praktikan diberikan diberikan kotak berisikan surat penerimaan alat 

e-POS dari tiap UPPD di wilayah Jakarta Pusat serta dokumen berbentuk 

Microsoft Excel berisi data penerimaan alat e-POS yang telah dibuat  

sebelumnya 

2.  Kedua, praktikan mulai membuka kotak yang diberikan oleh UPPD dan juga 

dokumen Microsoft Excel 

3. Lalu praktikan melakukan pencarian nama wajib pajak yang sudah tertera di 

dalam kotak melalui sistem Microsoft Excel 

4. Setelah di temukan nama wajib pajak, praktikan menuliskan keterangan 

bahwa alat e-POS telah diterima oleh wajib pajak  pada kolom keterangan. 

Jika nama wajib pajak pada data komputer berada dikecamatan yang berbeda 
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dari  data di dalam kotak, makan keterangan yang ditulis menjadi tidak 

ditemukan 

5. Proses selanjutnya ialah melakukan pengecekan pada kotak lainnya sesuai 

dengan langkah yang telah dijelaskan di langkah sebelumnya 

6. Setelah  keseluruhan pengecekan dilakukan, praktikan memberikan data yang 

telah praktikan kerjakan agar ditindaklanjuti oleh pegawai. Tindak lanjut yang 

diambil oleh pegawai yaitu akan dilakukan pendistribusian alat e-POS kepada 

wajib pajak  yang  belum menerima alat e-POS 

 

2) Seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan Penetapan Pajak Daerah  

Praktikan ditempatkan di Seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan Penetapan 

Pajak Daerah pada minggu kedua. Pada Seksi Penilaian, Pemeriksaan, Dan 

Penetapan Pajak Daerah ini praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 

a) Merekapitulasi data penjualan Objek Pajak Tairyos Restoran dari tahun 2013-

2015 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk meng-input segala pendapatan 

penjualan dari Restoran Tairyo dengan menggunakan Microsoft Excel. Pekerjaan 

ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 12. Langkah-langkah dari tugas ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Praktikan pertama diberikan Master file penjualan restoran. Master file ini 

berisikan seluruh data penjualan harian restoran 

2. Setelah diberi data, praktikan meng-input data penjualan mulai dari kolom 

subtotal, grand total dan paid amount. Peng-input-an ini dilakukan di kertas 

kerja baru dalam Microsoft Excel dengan pembagian data perbulannya 
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3. Setelah semua aktivitas penjualan dari setiap bulannya sudah di-input, 

selanjutnya praktikan melaporkan hasil peng-input-an kepada pegawai agar 

dapat dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat jumlah pajak 

terutang seharusnya berdasarkan perhitungan pada laporan yang telah dibuat 

oleh praktikan dibandingkan dengan pajak terutang yang telah dibayarkan oleh 

objek pajak pada periode terkait. Penghitungan yang dilakukan pegawai 

menggunakan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 11 tahun 

2011 dengan tarif 10% dari jumlah penerimaan objek pajak 

 

b) Melakukan pemeriksaan terhadap jumlah pajak  yang telah dibayar oleh Objek 

Pajak  restoran Momi & Toys tahun 2014-2015 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh Objek Pajak Momi & Toys dilihat 

dari total pendapatan yang ada pada data penjualan dengan menggunakan 

Microsoft Excel. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 13. 

Langkah-langkah dari tugas ini adalah sebagai berikut:  

1. Praktikan pertama diberikan master file penjualan restoran. Master file ini 

berisikan seluruh data penjualan harian restoran 

2. Setelah diberikan data, praktikan menyortir data tersebut kedalam lembar 

kerja baru per tiap bulannya. Penyortiran tiap bulannya menggunakan sheet 

lain agar memudahkan praktikan dalam mengerjakannya 

3. Setelah itu, praktikan diminta memeriksa pemasukan kas wajib pajak pada 

kolom grand total.  pemeriksaan ini dilakukan karena ada beberapa hasil 



36 
 

  

penjumlahan dari Master file yang jumlah nominalnya kurang wajar. 

Praktikan menggunakan rumus penjumlahan dari kolom paid amount dan 

change amount 

4. Setelah tiap bulannya di-input dan diperiksa, praktikan juga diminta untuk 

meringkas data tersebut di kertas kerja baru. Ringkasan ini hanya berisikan 

ringkasan pendapatan, yaitu grand total yang telah diterima tiap bulannya saja 

4. Setelah semua aktivitas penjualan dari setiap bulannya sudah di-input, 

selanjutnya praktikan melaporkan hasil peng-input-an kepada pegawai agar 

dapat dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat jumlah pajak 

terutang seharusnya berdasarkan perhitungan pada laporan yang telah dibuat 

oleh praktikan dibandingkan dengan pajak terutang yang telah dibayarkan oleh 

objek pajak pada periode terkait. Penghitungan yang dilakukan pegawai 

menggunakan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 11 tahun 

2011 dengan tarif 10% dari jumlah penerimaan objek pajak  

 

c) Meng-input Nomor Objek  Pajak Daerah (NOPD) wajib pajak wilayah Kota 

Jakarta Pusat sampai bulan Juni 2016 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk mencari NOPD objek pajak 

wilayah Kota Jakarta Pusat dengan menggunakan Microsoft Excel. Pekerjaan ini 

praktikan dokumentasikan pada lampiran 14. Langkah-langkah dari tugas ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pertama, praktikan diberikan dokumen Microsoft Excel yang berisikan data 

berupa daftar objek pajak  
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2. Praktikan melakukan pencarian NOPD pada dokumen daftar objek pajak aktif 

mengggunakan fungsi CTRL+F 

3. Setelah ditemukan, praktikan menyalin NOPD yang tercantum untuk wajib 

pajak tersebut. Namun, apabila tidak ditemukan makan dibiarkan kosong 

4. Setelah dicari seluruhnya satu persatu, praktikan menyortir seluruh data 

bedasarkan kolom NOPD agar jumlah wajib pajak yang NOPD-nya telah 

tercantum dapat dilihat dengan lebih mudah 

5. Praktikan memberikan hasil tugas kepada pegawai untuk ditindaklanjuti. 

Tindakan yang dilakukan pegawai yaitu menghubungi pihak UPPD tempat 

Objek pajak terkait yang belum ada NOPD-nya agar dikirimkan ke Suku 

Dinas Pelayanan Pajak untuk dilengkapi ke dalam daftar objek pajak yang 

adal dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 

 

d) Perhitungan Penjualan tiket Hiburan Insidental "Peabo Bryson: Live In 

Concert" 

Pada tugas ini praktikan diminta untuk menginput kode dari potongan tiket 

acara hiburan sesuai dengan kelas tiket yang ada serta menghitung jumlah tiket 

yang terjual berdasarkan kelasnya. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada 

lampiran 15. Adapun langkah-langkah dari pembuatan laporan ini adalah: 

1. Praktikan diberi potongan tiket acara yang telah disusun sesuai kelas tiket 

acara oleh pegawai. Kelas yang terdapat dalam acara ini antara lain kelas 

Silver,  Gold, Diamond, dan VVIP 
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2. Setelah itu, praktikan mulai memasukkan data umum seperti nama acara, 

tanggal acara dilaksanakan, tempat acara di selenggarakan dan lain-lain. 

3. Setelah pengisian data umum, setelah itu praktikan meng-input kode tiket per 

kelasnya serta harga tiket lalu dijumlahkan (Jumlah Tiket Terjual x Harga 

Tiket). Setelah dihitung seluruh jumlah harga tiket per kelasnya, dihitung pula 

total dari keseluruhan pendapatan dari acara ini 

4. Setelah perhitungan selesai, dokumen di simpan dan dilaporkan kepada 

pegawai seksi pemeriksaan untuk dilakukan perhitungan jumlah pajaknya 

apakah jumlah perhitungan pajaknya telah sesuai dengan jumlah uang yang 

telah dijaminkan oleh pihak penyelenggara acara, hal ini karena dalam pajak 

hiburan insidental, jumlah pajak telah dihitung terlebih dahulu oleh 

penyelenggara lalu diserahkan ke pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak Dengan 

tarif 10% dari jumlah penerimaan acara. Apabila setelah dihitung kembali 

ternyata terdapat kurang bayar pajak, maka pegawai akan menghubungi pihak 

penyelenggara untuk melunasi pajak kurang bayarnya 

 

3) Seksi Penagihan Pajak Daerah 

Praktikan ditempatkan di Seksi Penagihan Pajak Daerah pada minggu 

selanjutnya. Pada Seksi Penagihan Pajak Daerah ini praktikan diberi beberapa 

tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan Melakukan Pengadministrasian Berkas Surat Pemberitahuan 

Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke 

dalam Kotak Arsip 
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Pengertian dari Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) 

menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah Surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek 

pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Sedangkan 

pengertian dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) menurut Undang-Undang No. 

34 Tahun 2000 adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran  pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat 

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

Pengadministrasian berkas Surat Setoran Pajak Daerah dilakukan untuk 

menyatukan SSPD dari setiap objek pajak yang telah menyetorkan pajak yang 

sudah dilakukannya.  

Pada tugas ini praktikan mengadministrasikan seluruh SSPD yang sudah 

sesuai dengan yang ada dengan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Tugas ini diberikan kepada praktikan pada saat praktikan berada di Seksi 

Penagihan Pajak Daerah. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 

16. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tugas ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Praktikan menyortir Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah selesai diperiksa 

sesuai dengan jenis dari SSPD tersebut. Ada lima jenis SSPD yakni SSPD 

Hiburan, SSPD Restoran, SSPD Parkir, SSPD Hotel, dan SSPD Reklame. 

2. Setelah praktikan menyortir SSPD sesuai dengan jenisnya setelah itu 

praktikan membuka dokumen Microsoft Excel yang berisi data dari objek 



40 
 

  

pajak. Setiap objek pajak mempunyai dokumen yang berbeda. Dalam 

dokumen tersebut terdapat info nomor kotak, nama objek pajak, dan juga 

Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) 

3. Praktikan mulai mencari nomor kotak dari objek pajak yang dituju dengan 

menggunakan navigasi pembantu pencarian (Ctrl+F). Ada dua cara dalam 

pencarian nomor kotak, pertama pencarian nomor kotak dengan mengetik 

NOPD dari objek pajak yang dicari. Kedua, yaitu pencarian nomor kotak 

dengan mengetik nama dari objek pajak yang dicari. 

4. Jika objek pajak yang dituju sudah terdaftar dalam dokumen, maka akan 

ditemukan pencarian setelah mengetik NOPD atau nama dari objek pajak 

tersebut. Jika pencarian ditemukan selanjutnya praktikan melihat objek pajak 

tersebut termasuk ke dalam nomor kotak berapa dan setelah itu praktikan 

menulis nomor kotak dari objek pajak di SSPD 

5. Jika objek pajak yang dituju belum terdaftar dalam dokumen, maka praktikan 

harus menambahkan data dokumen dari objek pajak tersebut. Adapun data 

yang dimasukkan ke dalam dokumen tersebut adalah nama objek pajak beserta 

NOPD-nya. Dalam satu kotak-nya berisi 15 nama objek pajak. Apabila dalam 

dokumen tercatat kotak sudah 15 objek pajak maka akan dilakukan 

penambahan nomor kotak baru. Dan setiap penambahan data objek pajak 

harus disimpan untuk memperbarui data yang lama. 

6. Setelah praktikan mencatat nomor kotak dari objek pajak yang dimaksud yang 

tertera pada dokumen, selanjutnya praktikan menyortir kembali SSPD yang 

sudah diberi nomor kotak sesuai dengan urutan nomornya. Dan setelah proses 
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menyortir selesai dilakukan, SSPD yang sudah urut tersebut nantinya akan 

dibawa ke gudang oleh pegawai untuk diarsipkan dengan tujuan jika adanya 

pemeriksaan bukti-bukti SSPD maka tidak perlu susah-susah untuk mencari 

secara satu per satu kotak. 

 

b) Mendata wajib pajak yang sudah atau belum membayar Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD) sampai dengan Bulan Mei 2016 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk mencari data pembayaran wajib 

pajak yang bergerak di bidang jasa hotel sampai tahun 2016 melalui website 

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D). Tugas ini diberikan kepada praktikan 

saat praktikan berada di Seksi Penagihan Pajak Daerah. Pekerjaan ini praktikan 

dokumentasikan pada lampiran 17. Langkah-langkah dari tugas ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pertama, praktikan diberikan data di Microsoft Excel yang berisikan daftar  

tunggakan pembayaran pajak oleh pegawai. Pada data ini terdapat daftar wajib 

pajak yang bergerak pada bidang jasa hotel yang menunggak pajak daerah 

2. Praktikan diberikan akses untuk membuka sistem website Sistem Pemungutan 

Pajak Daerah (SP2D) untuk mencari data pembayaran tunggakan 

3. Setelah memilih menu pembayaran, lalu dipilih menu STPD. Setelah itu dicari 

nama wajib pajaknya. Pencarian bukti pembayaran ini dapat dilakukan 

menggunakan kata kunci nama wajib pajaknya ataupu menggunakan NOPD 

wajib pajak yang ingin dicari 
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4. Setelah ditemukan hasil pencarian bukti pembayarannya, praktikan menyalin 

data tanggal serta nomor validasi pembayaran tunggakan wajib pajak kedalam 

data Microsoft Excel 

5. Setelah keseluruhan data dicari, maka akan diketahui wajib pajak mana saja 

yang sudah atau belum membayar tunggakan pajak daerah. Praktikan lallu 

memberikan hasil keseluruhan pencarian kepada pegawai untuk 

ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pegawai adalah pemberian 

surat tagihan kepada obje pajak. Pemberian surat tagihan ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dikirimkan langsung oleh pihak Suku Dinas Pelayanan 

Pajak ataupun lewat UPPD wilayah tempat objek pajak berdomisili 

 

4) Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan Banding 

Praktikan ditempatkan di Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan 

Banding. Pada Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan Dan Banding ini 

praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut:  

a) Merekapitulasi bill hotel Grand Mercure Kemayoran tahun 2013-2015 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk meng-input segala penerimaan 

pendapatan penyewaan kamar dengan menggunakan Microsoft Excel. Tugas ini 

diberikan kepada praktikan saat praktikan berada di Seksi Penyelesaian 

Pengurangan Keberatan Dan Banding. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan 

pada lampiran 18. Langkah-langkah dari tugas ini adalah sebagai berikut:  

1. Praktikan pertama diberikan  bill penyewaan kamar hotel  Grand Mercure 

Kemayoran. Bill tersebut dari aktivitas masuknya kas Hotel Grand Mercure 

Kemayoran atas penyewaan kamar untuk tahun 2014 dan 2015. 
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2. Setelah diberi bill tersebut, praktikan mulai meng-input segala aktivitas dari 

pemasukan kas ke dalam Microsoft Excel. Setiap aktivitas dibedakan untuk 

setiap bulannya. 

3. Setelah semua aktivitas dari setiap bulannya sudah di-input, selanjutnya 

praktikan melaporkan hasil peng-input-an kepada pegawai. Hasil penginputan 

ini akan disimpan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak apabila diperlukan 

dikemudian hari, namun untuk berkas asli akan dikembalikan kembali kepada 

objek pajak terkait 

 

b) Merekapitulasi rekening koran dari Objek Pajak restoran Sho Teppan 

Rekening Koran adalah laporan transaksi dan saldo rekening tabungan 

nasabah pada bank tertentu. Rekening Koran dapat dikatakan juga sebagai 

aktivitas rekening nasabah, baik itu laporan tabungan, transfer uang, debit atau 

kredit atau seluruh aktivitas yang dilakukan pada rekening tersebut. Rekening 

Koran diperlukan sebagai bukti untuk menunjukkan adanya arus kas di dalam 

rekening tersebut. 

Pada tugas ini, praktikan ditugaskan untuk meng-input segala arus kas 

masuk dalam rekening koran Objek Pajak Restoran Sho Teppan dengan 

menggunakan Microsoft Excel. Tugas ini diberikan kepada praktikan saat 

praktikan berada di Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak. Pekerjaan ini praktikan 

dokumentasikan pada lampiran 19. Langkah-langkah dari tugas ini adalah sebagai 

berikut:  



44 
 

  

a. Praktikan pertama diberikan rekening Koran dari Restoran Sho Teppan. 

Rekening Koran tersebut ialah rekening Koran dari aktivitas keluar masuknya 

kas bank pada rekening untuk tahun 2014. 

b. Setelah diberi rekening Koran, praktikan mulai meng-input segala aktivitas 

dari pemasukan kas di rekening bank ke dalam Microsoft Excel. Setiap 

aktivitas dibedakan untuk setiap bulannya. 

c. Setelah semua aktivitas dari setiap bulannya sudah di-input, selanjutnya 

praktikan melaporkan hasil peng-input-an kepada pegawai. Hasil penginputan 

ini akan disimpan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak apabila diperlukan 

dikemudian hari, namun untuk berkas asli akan dikembalikan kembali kepada 

objek pajak terkait 

 

5) Subbagian Tata usaha 

Praktikan ditempatkan di Subbagian Tata Usaha pada minggu selanjutnya. 

Pada Subbagian Tata Usaha ini praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 

a) Meng-input Dokumen surat keluar 

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Adminitrasi Jakarta Pusat merupakan 

instansi Pemerintahan yang menaungi bidang perpajakan daerah. Dengan 

demikian, setiap harinya kantor tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini 

selalu membuat surat keluar, baik untuk sesama instansi Pemerintah maupun 

untuk Wajib Pajak.  Agar semua surat keluar dapat terkendali dengan baik, setiap 

harinya jika ada surat keluar yang harus dikirim, surat tersebut harus langsung di-

input kedalam sistem pembukuan maupun ke sistem komputer agar jika 

dikemudian hari surat tersebut dibutuhkan dapat langsung dicari secara cepat 
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dengan menggunakan data di komputer. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan 

pada lampiran 20. 

Berikut adalah langkah-langkah meng-input dokumen surat keluar: 

1. Pertama surat keluar harus dicatat secara manual di pembukuan surat keluar. 

Di buku tersebut terdapat kolom-kolom yang berisikan data mengenai surat 

tersebut seperti nomor surat, tanggal terima surat, pokok surat, dan lain-lain.  

2. Kedua, setelah dicatat secara manual di pembukuan, data tersebut harus 

dicatat kembali di sistem komputer, yaitu di Microsoft Excel yang juga telah 

terdapat berbagai kolom yang sama dengan buku surat keluar.  

b) Mengarsipkan dokumen surat keluar 

Tugas ini diberikan setelah tugas yang pertama, dalam tugas ini praktikan 

diminta untuk mengarsipkan surat keluar yang telah dibuat dahulu. Setelah di 

cetak surat keluar, maka surat  akan dikirimkan ke pihak yang dituju. Namun 

sebelum dikirimkan, surat di salin terlebih dahulu. Salinan surat dibuat untuk 

disimpan agar  jika sewaktu-waktu di perlukan maka mudah untuk dilakukan 

pencariannya. Pekerjaan ini praktikan dokumentasikan pada lampiran 21. 

 

c) Membuat surat keluar tentang penyuluhan penggunaan alat e-POS untuk 

wilayah kota administrasi Jakarta Pusat 

Di tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dibidang 

perpajakan membuat kebijakan baru untuk mencatat dan memonitor banyaknya 

usaha dengan cara yang cepat. Dibutuhkan alat untuk mencatat transaksi 

penjualan usaha Wajib Pajak hotel, hiburan, dan restoran yang terdiri dari alat siap 



46 
 

  

pakai untuk merekam transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan, 

dan mengirimkan data tersebut ke DPP sehingga tidak ada lagi kendala bagi wajib 

pajak untuk melaporkan pajak mereka setiap bulannya. Salah satu alat elektronik 

yang dipakai adalah e-POS (Electronic Payment Online Sistem). 

Dalam tugas ini, praktikan diminta untuk membuat surat yang ditujukan 

kepada wajib pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar wajib pajak 

mulai menggunakan alat e-POS yang telah diberikan oleh Dinas Pelayanan Pajak 

selambat-lambatnya mulai awal Bulan Agustus 2016. 

Dalam pengerjaannya, praktikan menggunakan langkah yang sama seperti 

langkah dalam pembuatan surat keluar pada umumnya, dimulai dari 

mempersiapkan surat-surat yang akan dikirimkan, membuat salinan surat untuk 

diarsipkan, serta meng-input kode surat kedalam buku surat keluar dan kedalam 

sistem komputer Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta pusat. 

 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama menjalankan program PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat, praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut 

kendala yang dihadapi praktikan: 

1) Beberapa kali praktikan mendapatkan tugas yang harus menggunakan jaringan 

internet, tetapi praktikan sempat mendapat komputer yang jaringan internetnya 

terkadang mengalami gangguan, sehingga menghambat kinerja praktikan. 

2) Praktikan sulit mengerti tentang istilah-istilah yang ada di dalam tugas yang 

diberikan oleh pembimbing. 
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3) Praktikan merasa materi pengetahuan yang dimiliki tentang perpajakan belum 

terlalu mendalam khususnya tentang pajak daerah. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Agar tidak terus menerus terganggu dengan berbagai kendala yang 

dihadapi selama menjalani kegiatan PKL, Praktikan berusaha mengatasi kendala 

yang ada agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Adapun cara mengatasi 

kendala tersebut adalah: 

1) Untuk mengatasi kendala dalam mengoperasikan jaringan internet yang 

mengalami gangguan, praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara 

mengoperasikan kembali jaringan yang mengalami gangguan tersebut. 

Selanjutnya, praktikan diberikan tempat dan komputer lain untuk sementara 

waktu menunggu beroperasinya jaringan pada komputer yang sebelumnya 

praktikan gunakan. 

2) Praktikan harus lebih banyak belajar, karena belajar merupakan proses internal 

yang kompleks agar seseorang dapat memahami lebih baik mengenai istilah-

istilah yang masih belum dimengerti (Dimyanti & Mudjiono, 2006). Selain itu 

praktikan juga harus lebih aktif bertanya kepada pembimbing dan pegawai 

mengenai istilah-istilah tersebut. 

3) Praktikan harus lebih banyak berusaha untuk membaca, khususnya membaca 

materi-materi mengenai perpajakan. Karena menurut Suherman dalam 

bukunya, yaitu Mereka Besar Karena Membaca mengatakan bahwa dengan 

membaca, akan merubah pola pikir, kepribadian dan sikap seseorang sehingga 

menjadi orang yang berfikir besar dan luas (Suherman, 2012). Membaca tidak 
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hanya dari buku, namun juga bisa membaca dari internet untuk menambah 

pengetahuan praktikan di bidang perpajakan khususnya pajak daerah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang praktikan lakukan di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat selama kurang lebih dua bulan, 

praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak didapatkan dibangku 

perkuliahan seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang diberikan, sopan santun, bersosialisasi dengan baik terhadap 

sesama karyawan, dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan etika. Dalam 

hal ini pembelajaran tersebut sangatlah berguna untuk kedepannya atau sebagai 

bekal dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. 

Selama melakukan kegiatan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat, praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan 

yang dilakukan, yaitu: 

1) Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional yang berlangsung pada 

setiap Seksi dan Subbagian yang ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat, yaitu di bidang perpajakan;  

2) Praktikan dapat mengetahui pentingnya pengarsipan dokumen surat-surat yang 

bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen surat-surat tersebut 

apabila dibutuhkan sewaktu-waktu di kemudian hari; 
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3) Praktikan dapat mengetahui bahwa pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah 

hanya melalui Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) atau tidak dibuat 

secara manual; dan 

4) Kegiatan PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada Praktikan. Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Kota Jakarta Pusat. Praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, 

berhati-hati, dan penuh analisis dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PKL 

antara lain: 

1. Bagi Praktikan: 

a. Praktikan harus mempersiapkan diri lebih baik lagi baik dalam akademik 

maupun keterampilan agar dapat mendukung dalam pelaksanaan PKL 

b. Praktikan harus menggunakan serta mengamalkan ilmu dan pengetahuan 

yang didapat dari pelaksanaan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat 

c. Praktikan harus lebih teliti dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh pembimbing 

d. Praktikan harus memberikan kesan yang baik dari awal pelaksanaan PKL 

sampai dengan selesai. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum mahasiswa menjalankan 

kegiatan PKL 
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b. Menyediakan pembelajaran mengenai perpajakan agar mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan 

c. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi agar dapat 

membantu mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 

3. Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat: 

a. Memberikan peluang tugas yang lebih banyak kepada mahasiswa yang 

menjalankan kegiatan PKL 

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengoptimalisasian 

penerimaan pajak daerah; serta 

c. Meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2: Surat Perizinan PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 4: Penilaian PKL 
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6: Jadwal kegiatan PKL 
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Lampiran 7:  Daftar Pekerjaan PKL 
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Lampiran 8: Log Harian 
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Lampiran 9: Analisis penerimaan setoran masa pajak hotel 
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Lampiran 10: Analisis penerimaan setoran masa pajak restoran 
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Lampiran 11: Pengecekan pemerimaan alat e-POS 
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Pusat. 

  



78 
 

Lampiran 12: Rekapitulasi penjualan Objek Pajak Tairyos Restaurant 
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Lampiran 13: Pemeriksaan Objek Pajak Mommy n’ Toys 
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Pusat. 
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Lampiran 14: Penginputan NOPD 
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Lampiran 15: Penghitungan penjualan tiket insidental 
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Lampiran 16: Pengadministrasian berkas surat SPTPD dan SSPD 
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Lampiran 17: Daftar pembayaran STPD 
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Lampiran 18:  Rekapitulasi Bill Hotel Grand Mercure 
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Lampiran 19: Rekapitulasi rekening koran dari Objek Pajak restaurant Sho 

Teppan 

 

Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat. 
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Lampiran 20: Dokumen surat keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat. 
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Lampiran 21: Pengarsipan surat keluar 

 

Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat. 
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